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Abstract: This study analyzed the involvement of bureaucracy as a political actor in 2006 Gover-
nor Direct Election (Pilkada) of Banten Province. The main goal of the study is to capture a
comprehensive picture about the involvement of bureaucracy actor in Pilkada. This research used
qualitative method. The data were collected through in-depth interview and document analysis. Th
eresult of this study find that:  First, governor direct election has been fertile soil for paternalism
culture in bureaucracy. Second, before and after election, the strategic position in bureaucracy
tended to be positioned as the gifts for loyal persons. It became pulled factor to bureaucrats to be
the candidate supporters in Pilkada. On the other hand, many persons in strategic positions were
lost their positions due to political reasons. The other phenomenon was how the “outsider bureau-
cracy” could show their power to make decision and allocate state resources to the candidate’s
(mostly incumbent) interests.
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Wacana desentralisasi kerapkali mengikuti wa-
cana demokrasi. Karena itu ketika rezim otoriter
Soeharto diruntuhkan oleh gerakan massa setelah
sebelumnya dihantam krisis ekonomi, maka wa-
cana desentralisasi mengikuti di belakangnya. Hal
ini bisa dipahami karena selama 32 tahun orde baru,
negara dikelola secara terpusat. Daerah diikat
dengan jargon persatuan dan kesatuan. Dinamika
politik lokalpun amat tidak menarik karena hanya
merupakan representasi kepentingan Jakarta. Tak
berhenti sebatas wacana, desentralisasi menjadi
kebijakan dengan lahirnya UU no. 22 tahun 1999
tentang Otonomi Daerah dan UU 25 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sejak itulah kemudian politik lokal di
Indonesia menjadi fenomena yang amat seksi
bagi para pengamat dan akademisi. Selain hubu-
ngan pusat-daerah yang terus menerus tarik me-
narik, kompetisi aktor-aktor lokal dalam mere-
but kekuasaan merupakan tontonan yang seru.
Apalagi kemudian lahir UU 32 tahun 2004 yang
memberi kesempatan kepada masyarakat untuk
memilih pemimpinnya secara langsung. Kompetisi
antar aktor politik lokal berlangsung sengit untuk

memperebutkan sumber daya politik yang juga berarti
akses ke sumber daya ekonomi. Salah satu aktor
yang amat penting diamati dan nampaknya berperan
penting dalam politik lokal adalah birokrasi
pemerintah daerah.

Jika selama ini kajian politisasi birokrasi
lebih banyak bicara di tingkat nasional, maka tuli-
san ini justru akan bicara tentang politisasi biro-
krasi di daerah. Birokrasi di daerah mengalami poli-
tisasi yang cukup parah semenjak otonomi daerah
diberlakukan. Apalagi semenjak pemilihan kepala
daerah (pilkada) dilakukan secara langsung.
Terdapat kecenderungan birokrasi dijadikan me-
sin politik. Hal ini tentu saja bisa berdampak buruk
kepada reformasi birokrasi yang berkeinginan
mendudukkan birokrasi pada tempatnya yang
ideal, melayani masyarakat.
Pilkada langsung adalah upaya membangun
demokrasi di level lokal. Selama orde baru dan di
awal reformasi kepala daerah dipilih oleh DPRD dan
kemudian ditetapkan oleh pemerintah diatasnya.
Proses seperti ini pada prakteknya membuat
pemilihan kepala daerah menjadi tidak demokratis.
Intervensi pusat kedalam proses pilkada acapkali
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terjadi. Kasus yang menonjol adalah pembatalan
penetapan Alzier sebagai Gubernur Provinsi Lam-
pung oleh Megawati, padahal yang bersangkutan
mendapatkan suara mayoritas di DPRD. Pemilihan
Kepala daerah dirancang untuk mengembalikan
kedulatan rakyat. Rakyat bisa memilih langsung
pemimpin yang dikehendakinya, tanpa harus
mewakilkan kepada wakilnya di DPRD. Pemilihan
Kepala Daerah Langsung (Pilkada Langsung) adalah
pelaksanaan dari UU No. 32 tahun 2004 yang
dioperasionalisasikan melalui PP No. 6 tahun 2005.
Pilkada langsung merupakan upaya menjadikan
pemimpin daerah dipilih langsung oleh masyarakat.

Provinsi Banten merupakan salah satu Pro-
vinsi hasil pemekaran dari Provinsi jawa Barat
menurut UU No. 23 tahun 2000. Pilkada Banten
2006 merupakan pemilihan Gubernur kedua di
Banten, namun merupakan pemilihan langsung
pertama kalinya. Dalam pemilihan tak langsung,
politisasi birokrasi tak terlihat karena pemilih adalah
anggota DPRD. Namun dalam pemilihan langsung,
penting untuk mengamati keterlibatan birokrasi.
Penelitian ini mencoba menjawab dua pertanyaan.
Pertama, bagaimana pola politisasi birokrasi terjadi
dalam pilkada Banten tahun 2006; dan kedua,
bagaimana dampak politisasi birokrasi terhadap
profesionalisme birokrasi.

Sejatinya birokrasi harusnya melayani ma-
syarakat. Ia hadir dalam masyarakat untuk melayani
kompleksitas persoalan di masyarakat modern.
Secara ideal, Weber (dalam Thoha, 2009: 18-19)
misalnya menyajikan beberapa ciri yang harus dimiliki
birokrasi, yaitu: 1). Individu pejabat secara personal
bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala
ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan
individual dalam jabatannya; 2). Jabatan-jabatan itu
disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah
dan ke samping; 3). Tugas dan fungsi masing-masing
jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda
satu sama lainnya; 4). Setiap jabatan mempunyai
kontrak jabatan yang harus dijalankan; 5). Setiap
pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesiona-
litasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian
yang kompetitif; 6). Setiap pejabat mempunyai gaji,
termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan
tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya; 7).
Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas

dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit
sesuai dengan pertimbangan yang obyektif; 8). Setiap
pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan
jabatannya dan resources instansinya untuk kepen-
tingan pribadi dan keluarganya; 9). Setiap pejabat
berada dibawah pengendalian dan pengawasan
suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

Sembilan kriteria diatas adalah syarat ter-
bentuknya birokrasi modern. Jika tidak terbangun,
maka yang terbentuk adalah birokrasi patrimonial.
Menurut Weber dalam Latuconsina (2008: 15)
dijelaskan perbedaan antara birokrasi modern
dengan birokrasi patrimonial. Unsur pertama,
klientisme, istilah ini merujuk pada hubungan ke-
kuasaan yang dibangun penguasa dengan kekuatan
lingkungan di sekitarnya. Dalam birokrasi modern
pusat loyalitas ada pada impersonal order dalam hal
ini hukum yang mengatur segala-galanya. Tapi dalam
klientisme loyalitas ada pada diri atasan. Kedua,
dalam birokrasi modern hubungan antara penguasa
dengan lingkungannya lebih bersifat legal rasional dan
terbuka namun dalam birokrasi patrimonial hubu-
ngan bersifat patron klien, loyalitas ada pada atasan
dan dibangun oleh kharisma individu atasan atau
pengaruh dari aspek material yang dimiliki oleh
pimpinan. Ketiga menurut birokrasi modern adalah
dipisahkannya ruang formal dan ruang personal
sedangkan birokrasi patrimonial didasarkan pada
hubungan emosional dan non formal.

Salah satu aspek yang penting agar biro-
krasi tampil profesional adalah dengan menjaga ja-
rak dengan kekuatan-kekuatan politik. Namun ini
bukanlah hal mudah karena birokrasi justru dipimpin
oleh pemimpin politik. Birokrasi tidak hadir dalam
ruang kosong. Bulat – lonjong birokrasi banyak
ditentukan oleh kekuasaan yang memayu-
nginya.

Netralitas menjadi hal yang paling sulit dila-
kukan oleh birokrasi. Thoha (2003: 21) men-
definisikan netralitas birokrasi dalam perspektif
Weberian dalam hal lebih condong mau menjalan-
kan kebijakan atau perintah dari kekuatan politik
yang sedang memerintah sebagai masternya pada
saat tertentu, sementara kepada kekuatan politik
lainnya yang sekarang tidak mau. Akan tetapi lebih
diutamakan kepada kepentingan ngara secara kese-
luruhan. Sehingga siapapun kekuatan politik yang
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memerintah birokrat dan birokrasinya memberikan
pelayanan terbaik.

Berkembangnya budaya patrimonial mem-
buat tumbuhnya spoil system dalam tubuh birokrasi.
Spoil system adalah system yang mengutamakan
kepentingan politik, perjuangan politik, satu aliran
politik, ideologi dan keyakinan politik, terutama
setelah kemenangan dalam perolehan suara setelah
pemilu.
Tentu saja hal ini amat berbahaya. Idealnya, birokrasi
menganut merit system dan career system, yaitu
menjauhkan terjadinya afiliasi birokrasi dengan
politik (dalam artian kerjasama ataupun ikatan
simbiosa dengan partai politik dan politisi di dalam-
nya), atau berani menjadikan birokrasi yang steril
dan berani menciptakan jarak dengan partai politik
dan politisi sehingga birokrasi hanya memberikan
loyalitasnya kepada rakyat, bangsa dan negara,
bukannya menjadi building block, “mesin politik” dan
antek-antek kepentingan politik dan kekuasaan.
Dengan demikian dapat diminimalisasi apa yang
disebut dengan penyalahgunaan kekuasaan dan
merajalelanya korupsi untuk kepentingan suatu parpol
atau segelintior politisi. (Sunantara, 2006: 308).

Birokrasi di Indonesia, sejatinya tak pernah
netral dan tumbuh menjadi birokrasi ideal seperti ciri
diatas. Ia tumbuh dan berkembang melayani
kekuasaan sejak diciptakan di masa pra kolonial
sampai era reformasi. Birokrasi di Indonesia di awal
pembentukannya memang kepanjangan tangan
pemerintah kolonial, bukan diciptakan untuk
melayani masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda
terkenal memakai pemerintahan dual system, yakni
Binnenlandsch-Bestuur dan kaum priyayi, pe-
nguasa lokal dengan struktur pemerintahan yang
disusun oleh belanda. Sering sistem pemerintahan
kolonial ini disebut indirect rule, pemerintahan
melalui perantaraan penguasa bumiputera yang
disebut pangreh praja.
Pangreh praja ini bukan merupakan korps pegawai
yang seragam, tapi terdiri dari penguasa lokal yang
sejak abad ke-19 (1830) disusun oleh Hindia
Belanda. Dipertahankannya para penguasa
bumiputera oleh Hindia Belanda bukan karena alasan
historis, yakni aliansi Priyayi dengan VOC, tapi
karena manfaat yang bisa diambil oleh dari priyayi
(Hok Ham, 2002: 17).

Di masa kemerdekaan, pembentukan par-
tai politik dengan maklumat wakil presiden no. X
1945, membuat elit politik terbelah kedalam partai-
partai politik. Elit yang menduduki jabatan politik di
pemerintahan lantas menggiring bawahannya di
pemerintahan untuk masuk ke golongan politik sang
elit. Era orde lama merupakan masa dimana birokrasi
betul-betul terpolarisasi berdasarkan partai sang
pemimpin.
Setelah pemilihan umum 1955, gejala seperti itu
semakin jelas. Tidak jarang terjadi suatu departemen
yang dipimpin oleh suatu menteri dari partai tertentu,
maka seluruh departemen mulai dari tingkat pusat
sampai ke desa menjadi sewarna politik menterinya.
Dahulu kementerian dalam negeri dari PNI, maka
mulai dari pegawai di kementrian sampai lurah dan
kepala desa di Indonesia adalah berpartai PNI.
Demikian pula kementerian agama yang dipimpin
oleh menteri dari partai NU, maka mulai dari menteri,
pejabat-pejabat di kementerian agama, sampai ke
kantor urusan agama (KUA) di kecamatan semua
orang NU. (Thoha, 2003: 179).

Hal yang sama terjadi di era Orde Baru. Pada
masa tahun 1965 sampai dengan tahun 1998, PNS
diharuskan menjadi anggota Golkar. Keanggotaan
PNS dijaring melalui mekanisme Korpri yang
berafiliasi ke Golkar. Mau tidak mau semua PNS
menjadi anggota Golkar meskipun hati nuraninya
menolak. (Irsyam, 2001:2).
Karl. D Jackson (dalam Medelina, 2006: 75)
bahkan menjelaskan bahwa tipe birokrasi Indonesia
pada waktu itu sebagai bureaucratic polity, yaitu
suatu bentuk masyarakat politik yang ditandai oleh
dominannya kepemimpinan militer dan kaum birokrat
yang tak tertandingi oleh kekuatan-kekuatan lainnya,
baik oleh parpol, kelompok kepentingan maupun
kelompok sosial lainnya.

Martini ( 2010: 70) menggambarkan tiga tipe
politisasi terhadap birokrasi di Indonesia, yaitu:
Pertama,  politisasi secara terbuka. Dikatakan secara
terbuka karena ada upaya-upaya yang dilakukan
secara langsung dan tidak ada hal yang harus ditutup-
tutupi.Tipe politisasi secara terbuka ini berlangsung
pada periode Demokrasi Parlementer (1950-1959),
dimana pada masa ini, para pemimpin partai politik
(parpol) bersainguntuk memperebutkan posisi men-
teri yang langsung memimpin sebuahkementerian.
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Setelah menduduki kursi menteri, maka sang menteri
akan berusaha sekuat tenaga memperlihatkan kepe-
mimpinannya dan kebijakan yang ditempuhnya se-
hingga para pegawai di kementerian tersebut tertarik
untuk masuk dan menjadianggota ke dalam partai
sang menteri. Kedua, politisasi setengah terbuka.
Tipe politisasi ini dijalankan oleh para pemimpin par-
tai politik pada masa periode Demokrasi Terpimpin.
Dikatakan setengah terbukakarena politisasi biro-
krasi hanya diperuntukkan bagi parpol-parpol yang
mewakili golongan-golongan Nasionalis, Agama, dan
Komunis (Nasakom). Namun golongan yang terakhir
ini di satu pihak secara formal memiliki hak untuk
menempatkanbeberapa pemimpin atau tokohnya ke
dalam kabinet dan kemudian melakukanpolitisasi
birokrasi.
Ketiga, politisasi secara tertutup. Politisasi tipe ini
berlangsung pada masa OrdeBaru. Pada masa mulai
dari tingkat pusat (Presiden Suharto) sampai ke
tingkat Desa atau kelurahan (lurah/kepala desa)
semuanya diwajibkan untuk menjadianggota yang
sekaligus pembina Golkar.

Paska jatuhnya Soeharto, ada beberapa
aturan yang mengharuskan PNS bersikap netral. BJ
Habibie, Presiden pertama setelah lengsernya Soe-
harto, mengeluarkan PP Nomor 5 Tahun 1999, yang
menekankan kenetralan pegawai negeri sipil (PNS)
dari partai politik. Aturan ini diperkuat dengan
pengesahan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Po-
kok-Pokok Kepegawaian untuk menggantikan UU
Nomor 8 Tahun 1974. Namun fenomena politisasi
birokrasi, dalam arti menggunakan birokrasi sebagai
alat untuk memperoleh kekuasaan masih terjadi.
Penelitian ini bertujuan mendapatkan pola politisasi
birokrasi secara empiris dalam pilkada langsung di
Banten tahun 2006. Kajian ini diharapkan mampu
memberikan gambaran utuh bagaimana proses politi-
sasi terjadi di lapangan, sehingga menjadi sumbang-
sih bagi upaya mengembalikan netralitas birokrasi.

METODE

Metodologi yang digunakan adalah kua-
litatif. Jenis penelitian adalah penelitian deskrip-
tif kualitatif, yakni mempelajari masalah-masalah da-
lam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam
masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk

tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap,
pandangan-pandangan, serta proses-proses yang
sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari
suatu fenomena.

Pengumpulan data dilakukan melalui wa-
wancara mendalam dan studi dokumen. Wawanca-
ra yang dilakukan adalah wawancara elite, yaitu
kepada mereka yang memiliki akses level informasi.
Wawancara mendalam semi terstruktur dengan para
informan dengan menggunakan metode purposive
sampling dan snowball dalam mendapatkan
informan. Purposive sampling artinya jumlah informan
disesuaikan berdasarkan kebutuhan data. Informan
dalam penelitian itu adalah aktor-aktor kunci terkait
tema politisasi birokrasi dalam pilkada Banten 2006
seperti birokrat, panwas pilkada, kalangan civil
society dan politisi.
Pencarian data juga dilakukan melalui studi doku-
men, menggunakan sumber primer serta sumber
sekunder (buku, jurnal, laporan penelitian, media
massa dan internet).

Analisis data kualitatif adalah proses men-
cari dan menyusun secara sistematis data yang diper-
oleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data
ke dalam kategori, menjabarkan unit-unt, melakukan
sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat ke-
simpulan sehingga muah dipahami oleh diri sendiri
maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian
kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapa-
ngan, selama di lapangan, dan setelas selesai di
lapangan.

HASIL

Bagi masyarakat Banten, Pilkada Gubernur
Banten adalah pengalaman ketiga bagi mereka
mengikuti pilkada langsung. Sebelumnya Walikota
Cilegon, Bupati Serang dan Bupati Pandeglang juga
terpilih melalui pemilihan langsung di tahun 2005. Tapi
di level Provinsi, pilkada langsung adalah ajang yang
penting bagi berbagai kekuatan politik di Banten.
Pemilihan langsung tentu saja memiliki perbedaan
amat mendasar dengan pemilihan di DPRD. Dalam
pemilihan di DPRD seperti Pemilihan Gubernur
tahun 2001, elit-lah yang amat menentukan. Di masa
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itu, siapa menjadi Gubernur ditentukan oleh pilihan
anggota DPRD.

Terpilihnya Djoko – Munandar dan Atut
Chosiyah merupakan upaya keras dari kelompok
Jawara yang menggunakan partai Golkar sebagai
mesin politik utama dan partai-partai lain sebagai
pendukung. Indikasi politik uang yang berpadu
dengan ancaman kekerasan membuat Djoko-Atut
dipilih oleh mayoritas dari 71 anggota DPRD Banten
menjadi Kepala – Wakil Kepala daerah di Banten.
Kepemimpinan Djoko sebagai Gubernur Banten
tidak berlangsung lama. Pada tanggal 10 Oktober
2005 Presiden mengeluarkan Keppres No.169/M/
2005 untuk memberhentikan sementara Gubernur
Banten Djoko Munandar. Penyebabnya, Djoko
waktu itu tengah menjadi terdakwa kasus dugaan
korupsi dana perumahan dan kegiatan penunjang
DPRD Banten Rp 14 miliar yang berasal dari dana
Tak Tersangka dalam APBD Banten 2003 APBD
Provinsi Banten Tahun 2003. Selanjutnya, presiden
menunjuk Wakil Gubernur Banten Ratu Atut
Chosiyah selaku pelaksana tugas dan penanggung
jawab Gubernur Banten.

Berbeda dengan pemilihan di DPRD, duku-
ngan partai-partai politik hanyalah menjadi prasyarat
bagi pencalonan saja. Untuk memenangkan
pemilihan, seorang calon harus mendapatkan suara
mayoritas dalam pemilihan. Artinya, siapapun yang
menginginkan dirinya terpilih menjadi Gubernur
Banten harus memiliki popularitas dan mesin politik
yang kuat.
Dalam konteks Banten, mesin politik pemenangan
bisa berupa partai politik, jaringan keluarga dan
kekerabatan serta birokrasi. Birokrasi, menjadi
mesin politik yang amat penting, terutama bagi calon
petahana (incumbent), yaitu Ratu Atut Chosiyah.

Indikasi utama dari politisasi birokrasi un-
tuk kepentingan kemenangan dalam pilkada adalah
digantinya Sekretaris Daerah Provinsi Banten dari
Chaeron Muchsin ke Hilman Nitiamidjaja. Hal itu
kemudian dilanjutkan dengan pencopotan 12 pejabat
eselon II di lingkungan pemerintah Provinsi Banten.
Pergantian yang dilaksanakan menjelang Pilkada
langsung menimbulkan banyak praduga bahwa itu
adalah upaya petahana membersihkan loyalis Djoko
dan menjamin mesin birokrasi berpihak padanya.
Persoalan ini sempat menjadi isu politik yang cukup

kuat. Duabelas pejabat yang diganti mengadu ke
para politisi di DPRD. Fraksi PKS bahkan mem-
bentuk tim investigasi untuk mengusut kasus ini yang
hasil akhirnya merekomendasikan digunakannya hak
interpelasi anggota DPRD.

Hak interpelasi kemudian diusulkan oleh 18
anggota DPRD. Namun satu orang, Zainal Abidin
Suja’i mencabut secara resmi usulannya sehingga
tinggal 17 orang. Tapi kemudian upaya itu kandas.
Pasalnya dari 59 anggota dewan yang hadir dalam
rapat paripurna penyampaian hak interpelasi
sebanyak 44 anggota menolak interpelasi di
lanjutkan dan hanya 15 anggota dewan yang setuju
interpelasi diteruskan (www.dprdbanten.net).
Sementara itu proses pilkada tetap bergulir. Semua
kandidat berupaya memastikan dukungan dari partai
politik sebagai syarat pencalonan. Berikut jumlah
anggota DPRD berdasarkan partai politik dapat
dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan data diatas, maka jumlah mi-
nimal kursi yang dibutuhkan untuk menjadi calon
gubernur adalah 15% dari 75 kursi yaitu 12 kursi
(11,25 dibulatkan ke atas). Hanya Partai Golkar
yang memiliki cukup kursi tanpa berkoalisi untuk
mengajukan calon Gubernur, selebihnya harus ber-
koalisi. Namun kemudian, tantangannya adalah
dipilih oleh mayoritas pemilih. Berikut data jumlah
sementara pemilih dan TPS dalam Pilkada Banten
dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:.

Para calon bermunculan dan mulai menge-
rucut kepada beberapa nama yang memang sudah
mendapatkan tiket berupa dukungan dari partai
politik sebagai syarat pencalonan. Setelah melalui
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berbagai seleksi dan Verifikasi oleh KPUD, akhirnya
pada tanggal 3 Oktober 2006 sebagaimana tertuang
dalam SK KPU Banten nomor 15/Kep-KPUD/
2006, KPUD menetapkan 4 pasang calon yaitu
dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Indikasi terjadinya politisasi birokrasi ter-
lihat amat kuat dalam mendukung petahana. Modus
yang paling dominan adalah menggunakan sumber
daya negara untuk meningkatkan citra petahana.

Mobilisasi sumber daya yang paling lunak adalah
pemasangan spanduk bergambarkan calon – biasa-
nya petahana—di sudut-sudut kota dan iklan di
media massa. Spanduk dan iklan berisi bermacam-
macam pesan, mulai dari selamat idul fitri, selamat
HUT RI, uraian keberhasilan pembangunan sampai
seruan anti narkoba.

Pesan-pesan yang diangkat dalam berbagai
media tersebut cenderung lebih menonjolkan pribadi
petahana daripada visi-misi pemerintah. Panitia
Pengawas Pilkada Provinsi Banten menyadari
bahwa hal ini mengindikasikan penggunaan fasilitas
negara untuk kepentingan pribadi petahana. Namun
Panwas Pilkada mengaku kesulitan menertibkan
“kampanye terselubung” semacam ini. Setidaknya
ada dua alasan, pertama, pemasangan berbagai alat
peraga tidak bisa dikategorikan kampanye karena
belum memasuki masa kampanye. Karena itu situasi
semacam ini berada di luar wilayah penegakan hu-
kum pilkada. PNS bisa dikenai hukuman hanya jika
terbukti menjadi penyelenggara kampanye, sedang-
kan selama ini keterlibatan kalangan birokrat berada
tersembunyi dan jarang sekali muncul dalam kegiatan
kampanye resmi; dan kedua, terbatasnya kewe-
nangan panwas pilkada yang hanya bisa menegur,
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Tabel 1. Daftar Jumlah Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Berdasarkan Partai Politik Periode 2004 – 2009

Sumber: Banten Dalam Angka 2004, BPS Provinsi Banten.

Tabel 3. Nomor Urut, Pasangan Calon dan Partai
Pendukung

Sumber: KPUD Banten, 2006



tapi tak bisa memberi sanksi. Akhirnya panwas hanya
bisa mengirim surat himbauan saja kepada petahana.
Namun, berbagai spanduk, baliho, kalender dan
media-media lain yang menonjolkan figur petahana
tetap marak di mana-mana.

Petahana memiliki seorang tim sukses yang
mengoordinasi kalangan birokrasi untuk memberikan
kontribusi, ia dikenal sebagai ASDA IV atau ASDA
swasta. Lebih spesifik sang ASDA IV melakukan
intervensi di  Biro Humas. Menurut SB, Kabag Do-
kumentasi Biro Humas Pemprov Banten membe-
narkan desain iklan untuk media cetak bukan murni
dari Biro Humas.

Ia mengatakan, ”Itu dari Pak Asda IV.
Kami tidak bisa mengelak. Ibu kan Plt Gubernur
Banten”. Sebagian besar anggaran itu untuk sosia-
lisasi. ”Semuanya didrop dari atas, bukan inisiatif
dari biro itu sendiri,” kata pejabat di Pemprov
Banten. Hal sama terjadi pada Biro Kesejahteraan
Rakyat (Kesra) dan Biro Perekonomian yang mem-
bengkak 250 persen dari anggaran yang diajukan.
Sebagian besar anggaran itu untuk bantuan dan
kegiatan sosial yang bersifat pengumpulan massa.
(www.bantenlink.com).

Pola yang lain adalah dengan memobilisasi
sumber dana untuk kegiatan ”sinterklas” petahana
atau bagi-bagi bantuan untuk masyarakat maupun
LSM. Menjelang pilkada, dalam APBD Perubahan
2006, terdapat penambahan anggaran Biro Kese-
jahteraan Rakyat (Biro Kesra) Rp 5,7 miliar untuk
ormas dan profesi dengan alasan untuk memenuhi
5.800 proposal dari masyarakat yang masuk ke
Pemprov Banten. Dalih ini menggamangkan masya-
rakat yang telah rela uangnya dipotong pajak dan
retribusi untuk dikumpulkan menjadi anggaran pe-
merintah. Sebab sebelumnya, Biro Kesra mempero-
leh alokasi anggaran Rp 64,5 miliar, di antaranya
Rp 62,5 miliar untuk bantuan organisasi
kemasyarakatan dan profesi. Dengan dalih ini,
tersirat dana di Biro Kesra telah habis dibagi-
bagikan.

Sementara, justru untuk kegiatan yang ber-
hubungan langsung dengan kesejahteraan masya-
rakat justru dikurangi. Dalam nota disebutkan, ang-
garan beberapa kegiatan yang menyentuh langsung
masyarakat dipangkas. Salah satunya, anggaran pro-
gram peningkatan kesejahteraan pangan dan gizi

dipangkas Rp 3,2 miliar, dari Rp 13 miliar menjadi
Rp 9,8 miliar.

Demikian juga anggaran pembinaan dan
pengembangan usaha bidang kelautan dan perikanan
dipangkas dari Rp 2 miliar menjadi Rp 1 miliar.
Anggaran penanganan masalah kemiskinan juga
dipangkas dari Rp 3 miliar menjadi Rp 2 miliar, serta
anggaran pendidikan dari sekitar Rp 75 miliar
menjadi Rp 72 miliar. Pemangkasan terbesar pada
anggaran pemberantasan penyakit dan penyehatan
lingkungan, dari Rp 9,7 miliar menjadi Rp 1,3 miliar.
(Kompas, 13 Juni 2006 : 26).

Di lapangan, berbagai kegiatan instansi
pemerintah dibuat untuk melambungkan populari-
tas petahana. Modusnya berupa pelibatan terjadi
secara halus dalam bentuk kegiatan ”Sinterklas”.
Dinas X misalnya membuat kegiatan safari pemba-
ngunan dengan kunjungan ke beberapa lokasi yang
dipetakan. Di lokasi Petahana melakukan pemberian
bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
setempat. Dana kegiatan tidak hanya diperoleh dari
Dinas X tapi urunan dengan instansi lain, setiap
instansi menyumbang sekitar 10-25 juta rupiah. Total
uang yang dikeluarkan Dinas X hanya sekitar 150
juta rupiah. Tapi karena dilakukan urunan dengan
instansi lain, maka hasilnya menjadi cukup signifikan.
Menariknya, di desa-desa lokasi Safari Pembangu-
nan diklaim angka kemenagan mencapai 100%
(seratus persen).

Massifnya politisasi birokrasi ini berkon-
tribusi besar dalam menjadikan Petahana sebagai
pemenang dalam Pilkada Banten 2006. Berikut hasil
perolehan suara Pilkada dapat dilihat pada tabel 4
sebagai berikut:

Persoalan terkatung-katungnya nasib ese-
lon II yang menjadi staf khusus Sekda terus ber-
larut-larut selama Pilkada dan sampai Pilkada sele-
sai persoalan ini belum juga tuntas. DPRD Banten
memang mempertanyakan hal ini kepada  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Namun
Menpan baru memberikan jawaban tertulis pada
tanggal 12 Maret 2007 dengan nomor B/589/
M.PAN/3/2007 lalu, Intinya, pedoman pemben-
tukan satuan kerja di lingkungan pemerin-tah
daerah harus tetap mengacu pada PP No 8/2003
dan menganggap pembentukan Staf Khusus
Sekda di Provinsi Banten tidak sesuai dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang
ada.

Nama-nama Pejabat Staf Khusus Sekda
Pemprov Banten:
1. Edi Supadiono, dari Kabupaten Lebak, saat itu

menjabat sebagai Kepala Dinas PU Lebak
kemudian menjadi Staf Khusus Sekda.

2. Mudjio, tadinya sebagai Wakil Bupati Kabu-
paten Pandeglang kemudian menjadi Staf
Khusus Sekda yang ditugaskan di Bapedda
Provinsi Banten, serta menjadi penasehat ke-
bijakan internal di biro-biro Pemprov Banten.

3. Ritongga, tadinya sebagai Kepala Bawasda
Banten, kemudian masih menjadi Staf Khusus
Sekda.

4. Sartono, tadinya Kepala Dinas  Peridustrian,
Perdagangan dan Koperasi, kemudian menjadi
staf khsus Sekda yang ditugaskan Badan
Koordinasi Penanaman Modal daerah
(BKPMD) Preovinsi Banten.

5. Saefudin, tadinya menjabat sebagai Kepala Biro
Organisasi, kemudian menjadi Staf Khsus
Sekda.

6. Rochimin Sasmita, tadinya sebagai kepala
Dispenda Provinsi Banten, setelah 2 tahun men-
jadi Staf Khusus Sekda, sekarang pensiun.

7. Dindin Safrudin, tadinya Kepala Dinas Pari-
wisata dan Kebudayaan Banten, kemudian

masih menjabat sebagai Staf Khusus
Sekda.

8. Bambang Iswaji, tadinya sebagai Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan Banten, setelah satu
tahun setengah menjadi Staf Khusus Sekda
kemudian menjabat eselon II di STPDN.

9. Syamsul Arief, tadinya sebagai Kepala Biro
Hukum, kemudian menjabat Staf Khusus
Sekda.

10. Muhamad Arslan, tadinya sebagai Kepala Biro
Ekonomi setelah menjadi Staf Khusus Sekda
selama satu tahun setengah, kemudian
menjabat sebagai kepala Dinas PU Kabu-
paten Serang.

11. Nandi Mulya, tadinya sebagai Kepala Biro
Umum Banten, kemudian menjadi Staf Khusus
Sekda yang ditugaskan di Dispenda Banten.

12. Ubaidillah, tadinya kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Banten, kemudian menjadi Staf
Khusus Sekda.

13. Boy Tenjuri, tadinya Kepala Biro Administrasi
Pembangunan, kemudian menjadi Staf Khusus
Sekda.

14. Heri Suhaeri, tadinya Kepala Biro Keuangan
Banten, kemudian menjadi Staf Khusus Sekda.

15. Adang Kosasih, tadinya kela Biro Administrasi
Pembangunan Banten, kemudian menajdi Staf
Khusus Sekda selama 2 bulan, sekarang
pensiun.

Tabel 4. Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten

Sumber: KPUD Banten, 2006
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16. Harmin Lanjumin, tadinya Kepala Bapeda
Banten, setelah menjadi Staf Khusus Sekda  
selama 2 bulan, dan pada akhir bulan Februari,
Harmin Lanjumin meninggal dunia.

Di sisi lain, penempatan pejabat yang me-
nempati posisi eselon II paska pilkada dianggap le-
bih mengedepankan penghargaan terhadap loyalitas
pejabat yang mendukung Atut – Masduki dalam
Pilkada. Kalangan Civil Society di Banten mengkritisi
pengangkatan para pejabat dan membeberkan latar
belakang para pejabat tersebut  Lihat tabel 5.
Dari 21 nama pada tebel 5 tersebut, yang paling
spektakuler adalah Agus Randil yang mendapat pro-
mosi luar biasa, dari seorang camat menjadi eselon
II di tingkat provinsi. Hal ini mencengangkan banyak
pihak dan dianggap sebagai penghargaan atas
dukungan Agus Randil terhadap kemenangan Atut
di wilayah-nya.
Seorang pejabat mengungkapkan bahwa kedekatan
dengan Petahana dan lingkaran dalam petahana amat
menentukan karir seorang birokrat. Ia mengakui
bahwa naik-turunnya karir ditentukan oleh
rekomendasi oleh orang-orang kepercayaan
petahana, terutama keluarga dekatnya. Loyalitas
seorang pejabat dipantau oleh orang kepercayaan
petahana dan dilaporkan kepada petahana.
Dukung mendukung tak hanya terjadi di level elit
birokrasi saja. Di level grass root, dukungan
terhadap petahana disampaikan oleh Persatuan
Kepala Desa dan Lurah (PKDL) Lebak. Dukungan
ini merupakan sikap resmi PKDL, bahkan mereka
akan menindak tegas bahkan memecat anggota
PKDL yang mendukung calon selain Atut. (Radar
Banten, 27 Juli 2006:6).

PEMBAHASAN

Tentu saja, politisasi birokrasi menjadi per-
soalan serius dalam upaya membangun profe-
sionalisme di tubuh birokrasi. Pilkada menjadikan
kalangan birokrat sebagai mesin politik yang
digunakan politisi – kecenderungannya petahana –
untuk mendapatkan kemenangan.
Temuan penelitian ini menegaskan bahwa politisasi
birokrasi berjalan terus di Indonesia dalam bentuk
yang berbeda, menyesuaikan diri dengan rezim yang
sedang berlangsung. Jika di era orde lama dan orde

baru politisasi dilakukan oleh partai politik, maka
dalam pilkada langsung di era reformasi, politisasi
dilakukan oleh individu petahana yang seringkali
memiliki kekuatan politik melampaui partai politik.
Hal ini yang mungkin menjadi bukti kuat telah
terbangunnya raja-raja kecil di era otonomi daerah.
Petahana menjadi raja dan birokrasi di aras lokal
menjelma menjadi abdi dalem yang tak melayani
masyarakat, namun melayani petahana dalam
hubungan patrimonial.

Loyalitas bukan dalam bentuk loyalitas
terhadap institusi, namun loyalitas yang memper-
sona. Ini membuka peluang disalahgunakannya
jabatan dan sumberdaya Negara baik berupa dana
maupun fasilitas untuk kemenangan petahana.
Hancurlah merit system dalam konteks ini. Tak
peduli sebaik apapun prestasi seorang birokrat di
daerah, ketika ia tak memberikan loyalitas pribadi
dalam bentuk dukungan politik terhadap sang
“bapak” atau ‘ibu”, maka ia bisa tersingkir dari jaba-
tannya. Corak hubungan yang terbangun di tubuh
birokrasi di era pilkada langsung di banten bersifat
informal, sangat pribadi, serta memunculkan kebia-
saan-kebiasaan informal.
Hal ini terbukti dengan dicopotnya 14 orang pejabat
eselon II sebelum pilkada yang diikuti munculnya
jabatan staf khusus sekda yang tidak lazim ada
dalam SOTK pegawai negeri sipil. Indikasi kuatnya
adalah karena petahana membutuhkan pejabat
eselon II yang kooperatif dan loyal dalam
mensukseskan target politiknya.

Namun persoalan politisasi birokrasi tak
hanya bisa diletakkan dalam konteks kepentingan
politisi saja. Memberikan dukungan terhadap politisi
dalam pilkada dianggap sebagai cara terbaik untuk
mendapatkan promosi karir. Kalangan birokrat
paham bahwa nasib mereka berada di tangan
pemimpin politik. Memberikan dukungan
pribadi bahkan memobilisasi sumber daya bisa
menjadi alat terpenting untuk mendongkrak
karir mereka.

Selain itu ternyata dari banyaknya pejabat
yang tak memiliki kualifikasi sesuai dengan institusi
yang dipimpinnya. Arsitek waduk menjadi Kepala
Dinas Pendidikan, mantan guru SD menjadi Kepala
Biro Kepegawaian, dan yang paling mencolok
adalah Camat langsung (tanpa jabatan antara)
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Tabel 5. Analisis Terhadap Nama dan jabatan 21 pejabat eselon II yang dilantik  dalam Keputusan Gubernur, No. 821.22/
KEP.09-PEG/2007
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menjadi Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Banten.
Tentu saja, hal-hal semacam ini menjadi penguat bagi
budaya patrimonial. Siapa yang loyal niscaya akan
naik jabatannya, dan siapa yang dianggap tidak loyal
– sebaik apapun prestasinya – akan disingkirkan dari
jabatannya.

Diteropong dengan konsep birokrasi pro-
fessional Weber tentu saja amat tidak memenuhi
kriteria. Politisasi birokrasi dalam Pilkada banten
mengakibatkan terbentuknya birokrasi patrimonial
yang oleh Eisenstadt dalam Latuconsina (2008: 15)
memiliki ciri-ciri yaitu; pertama, perekrutan pejabat
didasarkan pada kriteria pribadi dan politik; kedua,
jabatan dipandang sebagai suatu sumber kekayaan
dan keuntungan; ketiga, pejabat-pejabat mengontrol
baik fungsi politik maupun fungsi admnistrasi. dan
yang keempat, adalah setiap tindakan diarahkan oleh
hubungan pribadi dan politik. Kondisi ini pada
gilirannya membentuk perilaku aparat yang
cenderung menghambakan diri pada kekuasaan
seperti tampak pada prinsip-prinsip ABS (asal

bapak senang) atau dalam konteks banten, AIS (Asal
ibu senang).
Selain itu ditengarai dalam birokrasi patrimonial pola
hubungan dengan ikatan kekeluargaan atau
despotisme tidak berhenti pada sebatas hubungan
organisasional tetapi melebar pada pola hubungan
patron klien antara penguasa dan pengusaha dalam
kaitannya dengan pembagian keuntungan daripada
pemanfaatan jabatan birokrasi mereka.

Dampak lain yang cukup mengkhawatirkan
adalah munculnya perpecahan di tubuh birokrasi itu
sendiri. Hal ini terlihat dari konflik antar Kepala Desa/
Lurah yang terpecah dan saling mengancam karena
perbedaan calon yang didukung. Lebih jauh lagi hal
ini mengancam pelayanan terhadap masyarakat
karena akan menimbulkan diskriminasi pelayanan
berdasarkan calon yang didukung.

Hal ini tentu saja menumbuhkan terba-
ngunnya spoil system dalam tubuh birokrasi. Ada
beberapa ciri. Pertama, promosi tidaklah dikare-
nakan oleh prestasi (merit system), tapi lebih ka-

Sumber: Nurzaman (PC GP Ansor Pandeglang) dan Suhada, (Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik)
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rena dukungan politik dari penguasa. Kedua, biro-
krasi menjelma menjadi mesin politik yang
menjunjung tinggi kepentingan politik petahana, dan
bukan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Kondisi demikian akan mempengaruhi
kinerja birokrasi dalam melakukan fungsinya.
Birokrasi cenderung tidak berorientasi kepada tu-
juan negara atau keberhasilan pembangunan, tapi
berorientasi kepada bagaimana kepentingan politik
penguasa terpenuhi, baik kepentingan politik maupun
kepentingan ekonomi. Selain itu kinerja para birokrat
juga menurun karena yang menentukan promosi
bukanlah prestasi kerja, tapi hubungan kuat dengan
penguasa politik. Kondisi ini tentu saja menimbulkan
suasana ketidakpastian dan ketidaknyamanan
bekerja bagi para birokrat. Padahal, menurut
Prasodjo (2006: 301-302) upaya membangun
birokrasi professional dengan reformasi birokrasi
membutuhkan de-kooptasi dan netralisasi birokrasi.
Harus ada perubahan system politik dan hokum
secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan
budaya birokrat dan masyarakat, serta perubahan
mindset dan komitmen pemerintah serta partai
politik, dan tentu saja pejabat politik.

Sebagai perbandingan, penelitian Purba
(2010: 185) dalam Pilkada di Gowa, Kutai Ker-
tanegara dan Kabupaten malang menemukan mun-
culnya barisan sakit hati di kalangan birokrasi akibat
ketidakpastian dalam karir mereka. Keberhasilan
karir ditentukan loyalitas dan hanya mereka yang
mendukung yang mendapatkan posisi dan proyek
yang diinginkan.
Tapi fenomena ini bukan fenomena umum di
Indonesia. Sebagai perbandingan, pengisian jabatan
eselon II di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
paska Pilkada langsung tetap mengedepankan merit
system. Penelitian Nasir (2009: 1-8) menemukan
bahwa pengisian jabatan eselon II di Provinsi NAD
dilakukan dengan fit and proper test oleh tim
independen yang diketuai Guru Besar Manajemen
Universitas Syiah Kuala. Dari sisi manajemen
kepegawaian, rekrutmen melalui fit and proper test
menjadi upaya untuk membangun kinerja pegawai
negeri sipil (PNS) yang profesional. Dengan
menempatkan mereka pada posisi yang tepat dengan
cara-cara yang fair, berarti pemerintah telah
menunjang pembinaan karir pegawai bersangkutan.

Fit and proper test juga tidak meninggalkan peran
dari Baperjakat yang merupakan pihak berwenang
dalam hal penjenjangan karir dan promosi Pegawai
Negeri Sipil. Konsultasi dengan Baperjakat tetap
dilakukan selama proses rekrutmen. Rekrutmen
melalui fit and proper test dalam kasus Aceh tetap
mengedepankan persayaratan dan ketentuan yang
berlaku sesuai dengan posisi Eselon II yang akan
diemban. Tentu saja hal yang paling penting adalah
kepangkatan calon dalam posisinya sebagai Pegawai
Negeri Sipil. Dengan memperhatikan faktor
kepangkatan, kalangan akademisi yang mengikuti
proses seleksi rata-rata bergelar profesor dan doktor
senior dalam bidang yang relevan. Dari hasil seleksi,
terpilihlah dua orang guru besar dari Universitas
Syiah Kuala yang memangku jabatan kepala dinas.

SIMPULAN

Dalam pilkada Banten tahun 2006, terjadi
politisasi birokrasi dalam bentuk dukungan biro-
krasi terhadap kemenangan pasangan petahana
dalam pilkada. Hal ini terbukti dari mutasi sebelum
dan sesudah pilkada yang tidak mencerminkan aspek
profesionalisme namun semata mencerminkan
hubungan patrimonial antara petahana sebagai patron
dan para birokrat sebagai klien. Indikasi lain adalah
dipergunakannya sumber daya yang dimiliki daerah
untuk membangun pencitraan petahana. Kondisi ini
sulit ditangani karena cenderung berada di luar wila-
yah penegakan hukum pilkada dan juga lemahnya
wewenang yang dimiliki oleh Panwas pilkada.
Politisasi birokrasi semakin menjauhkan cita-cita
membangun birokrasi yang professional. Politisasi
birokrasi oleh petahana menyuburkan budaya
patrimonial dan spoil system serta menghancurkan
upaya membangun birokrasi profesional.

Temuan lapangan dalam Pilkada Banten
2006 memberikan alasan kuat untuk membangun
upaya keras mengembalikan netralitas PNS. Dari
temuan lapangan bisa disimpulkan bahwa politi-
sasi birokrasi bersifat resiprokal, artinya hubu-
ngan saling mendukung secara politik, baik dari
pihak politisi maupun birokrasi itu sendiri. Politisi
membutuhkan birokrasi sebagai mesin politik dan
birokrasi membutuhkan dukungan politisi sebagai
sarana melejitkan karir. Karena itu dalam konteks
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penegakan aturan netralitas setidaknya ada dua hal
yang mesti dilakukan. Pertama, perlu aturan yang
lebih komperhensif dalam membatasi keterlibatan
birokrat dalam politik. Pemberian sanksi tak hanya
diberikan kepada PNS yang berkampanye dalam
kegiatan kampanye resmi, namun mesti menjang-
kau keterlibatan birokrat dalam dukung-mendukung
kandidat secara sembunyi-sembunyi. Kedua,
pemberian sanksi hendaknya juga mampu men-
jangkau pihak yang terbukti mempolitisasi birokrasi.
Selama ini sanksi bagi pihak yang melibatkan PNS
dalam kampanye hanyalah penghentian kampaye.
Tentu saja sanksi ini terlalu ringan dan ruang
lingkupnya terlalu sempit. Perlu sanksi keras bagi
pihak yang mempolitisasi birokrasi baik dalam
kampanye resmi maupun secara sembunyi-
sembunyi.
Upaya mengentikan politisasi harus diikuti oleh
upaya membangun budaya dan etika professional
di kalangan birokrat dan upaya menghilangkan
budaya patrimonial. Hal ini penting untuk memberi
kepastian para birokrat dalam bertugas dan memberi
motivasi untuk berprestasi. Jika tidak, kita
nampaknya harus mengucapkan selamat tinggal
kepada cita-cita membangun birokrasi professional.
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